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ABSTRAK

Marwan 2021, Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Pemerintahan Luwu Timur (dibimbing
oleh Rudi Hardi dan Nasrul Haq).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian
Deskriptif yaitu mengpambarkan kejadian secara umum mengenai masalah yang
diteliti yaitu good governance dalam sifiem pengelolaan pengaduan pelayanan

sebanyak 4 orang terdin dari ) : iipdan Kepala Bidang Informasi
411 atanya melalui observasi,
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! > dalan sister € gaduan pelayanan
publik di Pemerintahan Luwu Timur vaitu msmhsas: yang belum sampal ke
masyarakat, sdm yang masih kurang, serta aplikasi yang masi terkadang men galami
eror sistem.

Kata Kunei : Good governance, SPAN-LAPOR
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lahmmya wacana Good Governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN). Penyelenggaraan urusan p /\ ersifat sentralistis, non-partisipatif

e

serta tidak akomodatif terh menumbuhkan rasa tidak

d e upﬁ‘l;}"ﬁd'lﬂﬂﬂ

informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance) sektor publik
yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas
kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Penyelenggaraan

prinsip Good govemance di Indonesia juga telah diatur dalam UU No. 32 tahun




2004 ftentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemberian informasi
mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara
untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor publik.

Pembenan pelayanan publik vang diberikan oleh aparatur pemerintah

merupakan suatu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan
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terhadap pengajuan yang diajukan, membentahukan kepada pimpinan
penyelenggara maupun pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan

yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.




Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat
peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan
kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Pada prinsipinya pelayanan pengaduan masyarakat kepada pemenintah

diupayakan agar mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau

penyelenggaraan pelayanan publik dalam menindaklanjuti setiap aspirasi dan
pengaduan yang datang dari masyarakat, SPAN-LAPOR! telah terhubung dengan
34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia, jumlah

pelapor per Januari 2019 adalah sebanyak 801.257 pengguna. Total laporan yang




telah masuk sebanyak 1.389.891. Sumber laporan terbanyak melalui website ditkun
oleh SMS, twitter dan aplikasi mobile. Pemerintah Luwu Timur dalam hal ini Dinas
komunikasi dan Informasi melalui bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
mensosialisasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Berbasis Online menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR), Denagan adanya Sistém Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

N

akan Aplikasi Layanan

nerintah menjalankan
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berbagai pertanyaan di kepala peneliti salah satunya apakah unsur-unsur Good
governance sudah di terapkan dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional (SPAN) Di Pemerintahan Luwu Timur. Oleh karena itu peneliti




tertarik melakukan penelitian terkait Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Di Pemerintahan Luwu Timur.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di vaikan di atas, maka dapat di tark

rumusan masalah yaitu:

|. Bagaimana Good Governance Sistem Pengelolaan Pengaduan
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an Luwu Timur?
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berman faaat dikemudian hari, Adapun manfaat dan penelitian ini dapat dilihat dari

dua sisi yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis,




1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi informasi tentang
bagaimana tata kelola pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) berbasis
online di Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaa:Pmktis




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penglitian Terdahulu
Penelitian terdahulu vang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan referensi
dalam menyusun penelitian ini, yaitu dapat dilihat berikut ini:

Table 2_1: Penelitian Terdal
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masyarakat short message service helog :a:“thmuh'
2 | melalui shopt (SM3) center & syarat dari
message Provinsi Lampung, indikator ini.
serta mengetahui faktor :
service center 2 Masih terbatasnya
i | penghambat dalam tenaga atau
(Studi Kasus di pelaksanaan SMS sumber daya
Center tersebut Manusia yang
mengelola, serta




Provinsi masih minimnya
Lampung). fﬂﬂlm—.‘-m i
pengad

pemerintah di
Provinsi
Lampung,
sehingga
pengelolaan
pengaduan kurang
efektif. Hal mi
merupakan faktor

B. Konsep Good Governance
(rood Ciovernance adalah sebuah pelaksanaan manajemen pembangunan vang
kolektif dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar vang efektif,
penghindaran salah alokasi dana investasi, serta penangkalan korupsi baik secara




politik ataupun administratif, melaksanakan disiplin anggaran dan penciptaan legal
and political framework untuk menubuhkan kegiatan usaha.(Hidayat, 2016)
Crood Covernance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara
dalam menyediakan pelayanan publik untuk mewujutkan pemerintah vang
berperan secara efektif dan efisien. (Maryam, 2018)

\\\\Mhh////

kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan
pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya seria
dilengkapt strategi implementasi vang tepat sasaran, manfaat dan

berkesinambungan.
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2) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip
tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunvai kemudahan
untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan.

program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat

pusat maupun daerah.

menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk
pada manipulasi politik.
6) Tata pemenntahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus,

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan
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melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif.
Keputusan-keputusan vang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif
harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil
benar-benar merupakan keputusan bersama.

7) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, Wujud

nyata dari prinsip profesionalism mpetenm dapat dilihat dari upaya

penilaian  kebutuhan g
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memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan
efektif.
10)Tata pemenintahan vang terdesentralisasi, pendelegasian  tugas dan

kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat
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mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan
vang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan
pembangunan di pusat maupun di daerah.

11) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta

dan masyarakat, pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran

ir dan masyarakat.
<

nya kemitraan yang
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terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan

secara  konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten,

pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta
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pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan
komitmen pada lingkungan hidup.

Dengan adanya konsep good governance tersebut diatas, diharapkan
aparatur pemerintah mampu mengubah posisi dan peran dalam memberikan

pelayanan publik. sementara itu, menurut (Handayani & Nur, 2019)
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menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah
Justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif,
dan yudikatif,
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Pelaksanaan good governance yvang baik adalah bertumpu pada tiga pilar
dan penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar
vang saling berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha atau swasta sebagai pelaku pasar, dan masyarakat
sebagai pengguna produk dari dunia usaha, sehingga menjalankan good

|
\ AT T/ / | ‘
&‘\\\ My | '

y

& s,
= ?:So'///

IJZ‘W;" "’.'
m ‘&Jw‘)

// " l‘g\‘\\:\

l

d. Aturan Hukum artinya kepemenntahan yang baik memiliki karakteristik

berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap
setiap kebijakan publik yang ditempuh,

2. aspek-aspek good governance
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(Moento. 2019) 9 aspek fundamental untuk mewujudkan pemerintah yang

baik dan bersih (good governance), vaitu:

a. Partisipasi (Participation) yaitu bentuk keikutsertaan warga masyarakat
dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung

(melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan
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efektif dan efisien, maka pemenntahan harus mampu membuat kebijakan
yang sesual dengan kebutuhan nyata masyarakat.
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h. Akuntabilitas (accountability) adalah pertanggung jawaban pejabat public
terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi
berbagai urusan dan kepentingan mereka.

1. Visi strategi (Strategic Vision) yaitu pandangan-pandangan strategis
untuk menghadapi masa yang akan datang.

C. Konsep Pengaduan

Pengaduan merupakan be

oleh penvelenggara (Melani, 2019)
Pengaduan layanan adalah laporan yang mengandung informasi terjadinya

penyalagunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang

dilakukan olch apparat pengadilan, yang berasal dari masyarakat, anggota instant
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peradilan,. instansi diluar pengadilan, maupun dri media massadan sumber-sumber
informasi yang relevan. (Arya Kadyanan, 2019)

(Mira,llhamsyah, 2019) Pengaduan layanan adalah ketidakpuasan pelanggan
terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem pelayanan. Adapun indikator
pengaduan layanan adalah:

1) penyaluran pengaduan,
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b. Pengaduan secara tidak langsung Pengaduan secara tidak langsung dilakukan
oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu
dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat




atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak

langsung biasanya dilakukan melalui:
|. Short Message Service (SMS):
2. Surat

3. Faximili
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Sementara itu untuk sumber pengaduan adalah:
a  Individu / perorangan

b. Kelompok masyarakat
¢. Lembaga
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d. Institusi pemenntah
¢ Pihak lain yang berkepentingan.
Disisi lain klasifikasi pengaduan terdin dan:

1. Pengaduan informatif, vaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan
dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu.
Secara teknis pengaduan infor perupakan [engaduan yang terkait

N
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buat memecahkan kasus konsumen/ pelanggan. (Amalo, 2019)
Sementara itu Lewis serta Gilman mendefimsikan pelayanan publik sebagai
berikut. Pelayanan publik merupakan keyakinan publik. Warga negara berharap

pelayanan publik bisa melayani dengan kejujuran serta pengelolaan sumber
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pendapatan secara pas, serta bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. (Cahyadi,
2017)

Pelayanan publik ialah suatu element bagi pemerintah untuk menjalankan tugas
utama dalam perithal mengayomi serta melindungi segenap warga Negara vang
keterjaminan hak- hak nya di akomodir oleh superior kewenangan yang dimiliki
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d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
¢. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.
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Menurut Mahmudi dalam (Fikri & Irianto, 2019) pelayanan publik yang
harus diberikan oleh pemenntah diklasifikasikan ke dalam dua kategori
utama, yaitu:

1) Pelayanan Kebutuhan Dasar

merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan
kemiskinan sebagaimana digambarkan di atas.

¢) Bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain kesehatan dan
pendidikan, pemerintah juga harus memberikan pelayanan




kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok. Dalam hal
penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemermtah perlu menjaga
stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga
ketersediannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan
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penyediaan air bersih.

¢) Pelayanan Jasa Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk jasa yang dibutuhukan publik, pendidikan,
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain sebagainya.
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Sinambela (Purwivansyah, 2020) menjelaskan bahwa, untuk
mencapai  kepuasan dalam pelayanan publik dituntutkan kualitas
pelayanan prima yang terdin enam indicator yaitu terdin dari:

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
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pelayanan public sehingga dalam membenkan lavanan baik dan
pihak pemberi ataupun yang di benikan layanan tidak ada vang di
rugikan.
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E. Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik Nasional (SP4N) Lavanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian
semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal
pengaduan vaitu website www.lapor.go.id, SMS [708, twitter @lapor! 708 dan
aplikasi Android. (http.//www

Sistem Pengelolaan Pengad P, ik Nasional vang selanjutnya

disebut SPAN adalah siste
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Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015, SPAN dibentuk untuk merealisasikan
kebyakan “no wrong door policy™ yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan
dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan




2)

3)
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publik vang berwenang menanganinya. di kutip dan webside Lapor,
(http://www lapor.go.id Versi 2019-1) SP4N bertujuan agar:

Penvelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana,
cepal, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik:

Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi  masyarakat  dalam

menyampaikan pengaduan.

(Gambar tentang aplikasi SPAN-LAPOR)
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. Kerangka Fikir

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah di bangun dalam penelitian terkait
Good governance Dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) di Pemenntahan Luwu Timur maka penulis menggambarkan
bagan kerangka pikir berdasarkan teori Rosyadi, (2010). dalam Paradigma Baru

Manajemen Pembangunan
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Efektipitas Good Govemance dalam
SP4N di pemerintahan Luwu Timur
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G. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir maka yang menjadi fokus penelitiannya
adalah Good governance dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) di Pemenntahan Luwn Timur serta apa yang menjadi fakior
pendukung dan penghambat dengan mengunakan indikator akuntabilitas,
keterbukaan, transparan, dan penegakan hukum dalam pelaksanaan Good
governance dalam Sistem Pengelolaan Péngaduan Pelayanan Publik Nasional
(SP4N) di Pemerintahan Luwu Timuw
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jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap
kebijakan publik yang ditempuh.
5) Faktor pendukung adalah segala sesuatu vang sifatny amenyokong, menunjang,

membantu dan lain sebagainva.
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6) Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang sifatnya menghambat.
Menghambat adalah membuat sesuatu hal seperti pekerjaan, perjalanan dan

semacamnya menjadi tidak lancer, lambat atau tertahan.




BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung setelah

wjian seminar proposal. Sedangkan lokasi penelitian im akan di laksanakan di

C. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dan sumber data primer dan
sekunder sesuai dengan tujuan penelitian:

|. Data Primer

29
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Data primer merupakan pengambilan data vang dilakukan peneliti di
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur melalui
hasil wawancara dengan informan yang benar-benar berkompeten dan
bersedia membenkan data dan informasi vang di butuhkan peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder meruy

data vang diperoleh dari bacaan

patur yang terkait dengan

\\\\\‘\u:h////ﬂ

&I/I
%
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Jumlah Total Informan
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Inne Yunita Ahmad, S kom 1

3. Mas ud MD Masyarakat 1
4. Adel AD Admin SPAN-LAPOR I
4
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E. Teknik Pengumpulan Data
Tekmik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam kegiatan
penelitian ini yaitu:
1. Observasi
Observasi melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan vang
berkaitan Dalam hal ini pene

an pengamatan langsung vang

pmgelu!a'm pengaduan

\ , ]
N

dilakukaan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh, Aktivitas dalam analisis data, yaitu data

reducation, data display, dan conclusion drawing verification, setelah peneliti

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum
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melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data dengan penvajian data dilakukan dalam bentuk wraian
singakat, bagan, hubungan antar kategoni, dan sejenisnya. Setelah itu adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukt yang valid dan konsisten mengenai good govenance dalam

sistem pengelolan pengaduan pe an publik nasional (SP4N) di
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Untuk keperluan tnangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:
a.  Tnangulasi Sumber adalah menentukan sumber yang kredibel yang

benar-benar memahami good govenance dalam sistem pengelolaan
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pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) di Pemerintahan Luwu
Timur.

Triangulasi Teknik adalah pengujian data yang di peroleh dengan
bermacam-macam cara atau teknik untuk menguji tingkat keakuratan
dan ketidak akuratannya.

Triagulasi Waktu adalah p n waktu vang digunakan penulis

N\

dibutuhkan penelit dalam




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada koordinat antara 2 0 15

Luwu Timur
terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili,
Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan
jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan dan 2 UPT. Kabupaten Luwu Timur

merupakan hasil dan pemekaran Luwu Utara. Secara definitip Kabupaten Luwu

34
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Timur yang benibukota di Malili berbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan di remiskan oleh Mentri Dalam
Negri pada tanggal 3 maret 2003,

Sebaran desa di setiap lecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), Wotu (16

desa), Tomomni (12 desa dan | kelurahan), Angkona (10 desa), Tomoni (14 desa |

kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 o Nuba (4 desa dan | kelurahan),
Mangkutana (11 desa), Kala (8 desa) dan Wasuponda
(6 desa).
Table 4.1 g \
0
)
5
> 93
Tom ' 3 82
Tomoni Trmu A 547
Angkona \ / 9.53
Malili . 11.26
Towuti 9 | 10.05
Nuha 3 80.827 11.64 354882 | 863
Wasuponda 3] 124.400 17.91 276342 | 6.72
Mangkutana 11 130.096 18.73 421.74 | 10.52
Kalaena 7 4198 0.60 179.652 | 437

(Sumber: BPS 2016)
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Berdasarkan tabel 4.1 tergambar bahwa Malili merupakan kecamatan dengan
jumlah kelurahan dan desa terbanyak yakni 21, sementara kecamatan terluas yaitu
Towuti yakni mencapai 182.048 Ha, disusul dengan Mangkutana yaitu 130.096 Ha
dan Wasuponda vaitu 124 400 Ha.

Tabel 4.2 : Data Penduduk Kabupaten Luwu Timur

(Sumber: BPS Luwu Timur 2016

Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis dengan jumlah penduduk
berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 274.619 jiwa vang tersebar di 11
kecamatan. Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 4 1 % 3 4 % 9% 3% 3% 3% 3%2%

penduduk dari berbagai etnik. Diantaranya etnik Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Pamona,
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Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, Tionghoa, dan etnik Batak. Sejauh ini jumlah
penduduk yang terbesar berasal dari etnik Jawa dan Bugis masing - masing
sebanyak 41 persen dan 34 persen, menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik

bali sebanyak 5 persen, etnik Pamona 3 persen, etnik Padoe 3 persen, kemudian

sisanya 3 persen terbagi untuk etnik Sunda, sasak dan Madura, dan selanjutnya

organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi, dan Misi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

1. VISI
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“Luwu Timur menjadi terdepan dalam pelayanan komunikasi dan
informatika menuju masyarakat maju dan berkembang™
2. MISI

a) Meningkatnya akses Informasi dan Komunikasi secara meratakepada

> .S MUK
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10) Seksi Telekomunikasi: Darwin, HD, S Kom
11) Sekst E-Goverment: Budava Pongdala P, S. Kom
12) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian: Fynka Amanda Sari, S.Kom

13) Seksi Statistik- Andrie Firdaus, S.Kom
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Sruktur organisasi Dinas Kumunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
merupakan sruktur organisasi fungsional yang mengcerminkan tanggung jawab
yang vertikal.

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai rincian tuga8 sébagai berikut-
I. Menyusun kebijakan, m ./ \ ganisasikan, menggerakkan

“l.'.v
(D%
1! s

AT T Aar
T\l
‘t\§\ :ﬁ‘ Y \'. ’///4,;1€:’

ey 7?:‘:‘.0 /// "',‘ Z

8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai

dengan rencana dan target yang ditetapkan,

9. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan tekmis, program, kegiatan,

keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas,




10. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi
publik, bidang telematika, dan bidang aplikasi informatika,
b) Sekretariat
Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

fugas yang merata,

S MUHA4 \\
-\KASS «7
A 2

\\\\‘\1":,////

x\ \r :
_,.

Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
2. Membagi tugas pada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata,
3. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian,




41

4, Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian,
5. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur.

d) Subb bagian Umum dan Keuangan Kepala

S Mg, W

s

\ -
3 \\\\\\um

aksanaan thgas p

s
X

I. Merencanakan operasinal kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,
2. Membagi tugas dengan bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata,
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3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya.

4. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang,

5. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lingkup Bidang.

£) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:
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I. Merencanakan kegiatan kemitraan informasi dan komunikasi publik

sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata,
3. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai

dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam ruang lingkup Seksi,

\\\\\t ; h// /

\\ \T .

dalam lingkup bidang.
Seksi Infrastruktur dan Teknologi
Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi dalam melaksanakan tugas pokok

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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. Merencanakan kegiatan infrastruktur dan teknologi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas,

. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata,
- Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan tekmis, di bidang

infrastruktur dan teknologi,
. Menginventarisir permasalahan ydpgberhubungan dengan infrastruktur dan
. Y\
teknologi smameuy K
. Melakukan pengélbla ta Eenter dan Teknologi
" anS MUHAM

.....

. Melakukan pengelolaan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
lingkup kabupaten,
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5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik liasan
maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas,

k) Seksi Keamanan Informasi dan Persanidian

Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian dalam melaksanakan

E S MUK,

ikt
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2. Member petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya,
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3. Melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pengembangan aplikasi dan database, bidang lavanan e-government, dan
bidang statistik di lingkup Kabupaten,

4. Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang aplikasi

informatika,

5. Melaksanakan penvusunan nofin: dar, prosedur, dan knteria

penvelenggaraan di .

EEMhaa b

/;/\fuuwjﬂ\\ﬁ\
_/I!l_u.;u.!\\‘_\‘

pemerintah kabupaten,
5. Melakukan Layanan interoperabilitas dan interkonektivitas sistem
informasi layanan publik dan kepemerintahan.

n} Seksi E-Government
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Kepala Seksi E-Government dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
I, Merencanakan kegiatan e-government sebagai pedoman pelaksanan tugas,
2. Mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait E-Government,
3. Melakukan kordinasi kerja sama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah

4 A PS MUHAM
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5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Statistik dan memberikan

saran perimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
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Gambar 4.1

tahun 2013 dan peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast Nomor 3 Tahun 2015 serta SK Bupati Luwu Timur Nomor 157 Tahun

2019.

Adapun fitur-fitur yang ada di SPAN-LAPOR antara lain:
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I. Anomim: fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas
pelapor tdak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum.
2. Rahasia: seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh public

3. Tracking ID: Nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut

laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

(Sumber Dinas Komi

B. Proses Penerapan Unsur Good governance dalam SP4N di Pemerintahan

Luwu Timur

Good governance muncul dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi pada praktek pemerintahan yang dilakukan oleh ASN, Korupsi. Kolusi dan
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Nepotisme adalah pelanggaran yang seriong terjadi di kalangan Pemerimtah. Maka
dari itu prinsip-prinsip Good governance menjadi  sangat penting dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan prinsip Good governance
juga sudah di atur di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

ada aduan atau aspirasi masyarakat yang masuk, langsung di undak lanjuti oleh
admin,
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Gambar 4.3
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Pendapat i di dukung kepala bidang informatika dan komunikasi publik

sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pegawai dinas KOMINFO dalam

hal imi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, pengelola aplikasi pengaduan




52

Online sudah melakukan kewajibannya melayani masyrakat yang melakukan
aduan melalui aplikasi SPAN-LAPOR ini. Berikut ini hasil wawancara dengan
kepala Informasi dan Komunikasi Publik:

“kami selaku pengelola aplikasi sudah melakukan sosialisai kepada
organisasi pemerintah yang ada di luwu timur agar cepat merespon keluhan
atau aduan yang di sampaikan masyarakat agar masyrakat selaku orang vg
menyampaikan aduannya bisa cepat mendapat jawaban, agar masyarakat
ketika ingin menyvampaikan adua aspirasinya tidak perlu lagi di social

masyrakat selama ini belum mendapat sosialisasi dari pengelols SPAN-LAPOR

dalam hal ini Dinas Kominfo, padahal aplikasi ini sudah ada di Luwu Timur

Khususnya dikelola Dinas Kominfo sejak 2017/2018.
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Gambar 4.4
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menangani aduan yag di sampaikan oleh masyarakat melalui SPAN-LAPOR.
setiap ada aduan yang masuk admin SPAN-LAPOR langsung melakukan
fenpikasi aduan sehingga aduan yang di sampaikan oleh masyarakat dapat

segera di respon oleh instansi terkait dengan aduan yang di sampaikan oleh

masyrakat. Kemudian disisi lain dinas KOMINFO selaku penanggung jawab
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dari SPAN-LAPOR melakukan sosialisasi keseruh organisasi Pemerintah
Daerah yang ada di Luwu Timur agar ketika instansi Permerintahan
mendapatkan aduan dari masyarakat tidak lagi kesulitan dan memakan waktu
vang lama dalam menjawab aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat.

b. Transparansi

itu bisa di
publikasikan ke masyrakat, tapi hanya kepada pelapor saja kara ada data yang
sifatnya rahasia sehingga tidak semua masyarakat bisa mengetahuinya. Dengan
demikian masyarakat bisa memilih apakah aduan mereka sifatnya rahasia atau

umum pada saat ingin melapor.




Gambar 4.5
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“kami baru sam kali melakukan sosialisasi mengenai SPAN-LAPOR ini,
sosialisasi itu kami lakukan ke organisasi pemerintah daerah yang ada dl
luwu tiimur, sebenarnya kami ingin segera mensosialisasikan ke masyaraka
naman terkendala kama adanya pandemik covid-19 di akhir tahun 2019
kemarin  sehingga itu  yang menjadi penyebab kami belum
mensosialisasikannya ke masyarakat ™ (wawancara dengan AD 17 Februari
2021)
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AD dapat disimpulkan
bahwa keterbukaan pemerintah dalam hal ini Dinas KOMINFO terkait SPAN-
LAPOR kepada masyarakat itu belum bisa dilaksanakan dengan baik karena
terkendala pandemic covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh negara.

Pernyataan ini pun di benarkan oleh masyarakat yang sempat penelin

wawancarai
“mengenai spdn-lapor inig§ava 1 sckali sebelumnya nanti
pertengahan 2020 bag n-lapor ini ada di luwu

eh&hhka:npadﬂmt

AAAAAAA

e

pada kepentingan publik. Keterbukaan pemerintah pada semua aspek pelayanan
pada akhimya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada
semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan
dalam sektor publik.
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Berdasarkan hasil observasi vang di temukan di lapangan terkait dengan
transparansi Dinas KOMINFO dalam SPAN-LAPOR di Pemerintahan Luwu
Timur semua masyrakat dapat mendapatkan informasi yang mereka inginkan di
SP4N-LAPOR namun ada beberapa data vang memang tidak bisa di akses oleh

semua masyarakat karena bersifat rahasia. Dinas KOMINFO memberkan hak

mety 1-un.‘r Can aduan atauraspirast mercka k tor desa atan ka
terdekat.” (Hasil wawancara dengan YN 24 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber YN dapat disimpulkan

bahwa sejauh i partisipasi masyrakat Luwu Timur dalam SPAN-LAPOR masi
kurang kamna sejauh ini masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang
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sp4n-lapor di Luwu Timur sehingga hal ini membuat masyarakat belum
menggunakan aplikasi SPAN-LAPOR dalam menyampaikan aduan atau
laporannya, disisi lain juga masyarakat lebih muda mengadu ke kantor Desa

atau kantor Camat terdekat.

“saya sejauh ini tidak menyampaikan aduan karna aplikasi SPAN-LAPOR
sering mengalami gangguan atau ¢ parla saat akan menyampaikan aduan,
kemudian disisi lain respon /.,‘\~

SPAN-LAPOR yang lambat
1 di apllkm lm Keuka ada

\\‘\lll
AN \‘* gt

masyarakat dalam SP4N di Pemerintahan Luwu Timur sebenarnya sudah

terlaksana namun belum efektip karena belum semua masyarakat mengetahui

persoalan SP4N di Luwu Timur.
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Gambar 4.5: gambar aduan yang masuk di SPAN-LAPOR

pemerintah sangat di butuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,
karena masyrakat yang akan merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan
dan pemerintah kemudian disisi lain kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau harus mencerminkan




ataupun tidak karna kebebasan menyampiakan pendapat di atur dalam undang-
undang.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan di lapangan terkait partisipasi
masyarakat dalam SP4N-LAPOR di pemerintahan Luwu Timur sejaub ini
masih kurang kerena Dinas KOMINFO sejauh ini belum melakukan sosialisasi

pandemi cowvid-19 yang

Lk ke A LETTT (31

bisa dikenaksn sungsi, i e it kansi sclalu di & regur Ketika terlambat
dalam merespon aduan yang di sampaikan masyarakat ” (hasil wawancara
dengan IYA 25 Februan 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1YA dapat disimpulkan

bahwa aturan hukum dalam SPAN-LAPOR ini masi lemah kama SPAN-
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LAPOAR itu sendiri belum dimasukkan kedalam PERDA di kabupaten luwu
timur sehingga Ketika ada pelanggaran atau kesalahan yang ddilakukan
pengelola SPAN-LAPOR itu tidak dapat diberikan sangsi berat, hanya beripa
teguran yang bisa di berikan. Pendapat ini didukung oleh kepala bidang
Informasi dan Komunikasi Publik,

“sejauh ini kami hanya berpedbiman kepada surat keputusan yang

SP4N-LAPOR ini mela y ‘ erlambat dala.m meresi,:mn
aduan atau keluihag i3syrak:

\\\\\llxh,//j

- / i
et &/{/I

'-\7'. e ¢ =2

£%

////J«Uwas\\ ‘ h/

)

\ /4 'l|\“‘\\ [ |
\\

sejauh ini SPAN-LAPOR vang ada di Luwu Timur belum di masukkan kedalam
PERDA sehingga membuat aturan hukum yang mengikat Pengelola dan
Pelaksana SPAN-L APOR menjadi masi lemah. Ketika pengelola atau pelaksana

SPAN-LAPOR di Luwu Timur tidak merespon aduan vang disampaikan oleh
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masyarakat pengelola hanya bisa di berikan teguran dan tidak bisa diberikan
sangsi vang berat karena belum adanya aturan hukum yang kuat vang mengikat

e. Faktor pendukung
Faktor pendukung ivalah segala sesuatu yang sifatnya menyokong,
menunjang, membantu dan lam sebagainva. Adapun vang menjadi faktor
pendukung good governance dalam sy$fem pengelolaan pengaduan pelayanan

\\\\\um,////

sehingga untuk mencapai atan mewujudkan pemerintahan yang baik jauh
lebih muda untuk dilakukan. Pendapat ini di benarkan oleh kepala bidang
IKP,
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“Dengan adanya aplikasi ini masyarakat lebih mudah menyampaikan
aduan dan pendapatnya kepada pemerintah, sehingga masyarakat dalam
mengawasi kinerja pemerintah jauh lebih mudah kemudian untuk
berinteraksi dengan pemerintah masyarakat lebih muda dengan adanya
aplikasi ini karena aplikasi ini terhubung ke semua organisasi
pemerintah daerah yang ada di Luwu Timur”. (Wawancara dengan YN
24 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan

dapat
dissimpulkan bahwa koneksi intemet yang baik menjadi penentu

mewujudkan pemerintahan yang baik dalam SPAN-LAPOR karena ketika
masyarakat mgin meyampaikan aduannya melalw aplikasi ini harus

menggunakan koneksi internet.




¢. Sarana dan prasarana yang sudah memadai.
D1 semua instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu Timur
sudah memiliki komputer dan wifi sehingga dalam menjalankan SP4N-
LAPOR menjadi mudah dan tidak terkendala lagi.

“faktor pendukung yang lain yaitu sarana dan prasarana vang lengkap di
dinas kominfo sudah di lengkapi sarana dan pmsarm vang mqnadai
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Berdasarkan observasi dilapangan terkait dengan faktor pendukung Good
governance dalam SPAN-LAPOR di Pemerintahan Luwu Timur adalah adanya
SPAN-LAPOR itu sendiri sehingga dengan adanya aplikasi ini masyrakat lebih
muda mengawasi kinerja pemerintah dan pemerintah lebih muda berinteraksi
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dengan masyarakat sehingga untuk mencapai atau mewujudkan pemerintahan
yang baik jauh lebih muda untuk dilakukan disisi lain koneksi internet vang
cukup stabil membuat masyarakat yang ingin menyampaikan aduan bisa
dilakukan dimana saja dan kapan saja masyarakat mau, serta srana dan
prasarana yang ada di kantor Pemerintahan Luwu Timur sudah cukup lengkap

{ yang ndak GAPTEK.
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“sosialisasi belum kami laksanakan kepada masvarakat karena
bertepatan dengan adanya pandemi covid-19 akhir 2019 kemarin
sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan spdn-
lapor menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan pemernntahan
yang baik di luwu timur”. (wawancara dengan YN 24 februari 2021)



Berdasarkan hasil wawancara dengan YN dapat disimpulkan bahwa
salah satu yang menghambat terwujudnya good governance dalam spdn-
lapor di luwu timur karena pemerintah belum melakukan sosialisasi ke

masyarakat.
“meskipun pemerintah menyediakan sarana berupa aplikasi untuk
masyarakat menyampaiakn aduganya, tetapi masyarakat belum semua
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber IYA dpat
disimpulkan bahwa kurangnya admin penghubung membuat pengelolaan
SP4N-LAPOR di Luwu Timur menjadi tidak efektip.

“bukan hanya sekedar jumlah admin yang kurang akan tetapi latar
belakang Pendidikan menjadi penentu kompetensi yang dimiliki oleh
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admin penghubung namun kenyataannya belum semua admin
penghubung yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Luwu Timur mengenyam Pendidikan strata satu”
(wawancara dengan AD 17 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AD dapal

disimpulkan bahwa admin penghubung di Dinas Komunikasi dan

“bebarapakali aplikasi ini mengalami gangguan karena terkadang
laringan atau koneksi internet yang tidak stabil atau ada penambahan
link yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga terkadang ketika
masyarakat mengoprasikan aplikasi ini itu sering mengalami gangguan
atau eror sistem”. (wawancara dengan [YA 23 februari 2021)




Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber IYA dapat
disimpulkan bahwa memang ketika masyarakat yang sudah mengeunakan
aplikasi SPAN-LAPOR  ketuka mengoprasikannya masi sering mengalami

gangguan karena terkadang gangguan jaringan yang tidak stabil.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan vang menjadi faktor
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Tabel 4.3 ; jumlah aduan yang masuk di SPAN-LAPOR Pemerintahan

Luwu-Timur
No Nama Instansi Jumlah Aduan
| | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 4
Menengah
2 Dinas Kesehatan 3

v e L 4

-akeat ¢
ll,’///l

i
[t

v
N

yang paling banyak masuk di Instansi Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur
vaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adapun jenis aduan yang paling
serng disampaikan oleh masyarakat yaitu persoalan bantuan dana covid-19 yang
banyak tidak di terima oleh masyrakat. Selama masa pandemi covid-19 SP4N-
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LAPOR di Pemerintahan Luwu Timur sangant berguna karena ketika masyarakat
mendapat temuan penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan oleh paraa pejabat
pemerintahan baik di kabupaten sampai di pemerintah desa masyrakat bisa
langsung melaporkan temuan mereka melalui SPAN-LAPOR di manapun itu
mulai dan Pemerintah Desa sampai Per
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai good governance dalam sistem
penelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintahan Luwu Timur khususnya

di Dinas Komunikasi dan Informatika kabfipaten Luwu Timur sebagai berikut
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Adapun faktor pendukung good govemance dalam sistem pengelolaan

pengaduan pelayanan publik di Pemerintahan Luwu Timur yaitu adanya
aplikasi SPAN-LAPOR kemudian sarana dan prasarana yang sudah memadai
serta koneksi internet yang usdah cukup stabil. Sedangkang faktor penghambat
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good governance dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik di
Pemerintahan Luwu Timur vaitu sosialisasi yang belum sampai ke masyarakat,
sdm yang masih kurang, serta aplikasi yang masi terkadang mengalami eror
sistem.
B. Saran
Adapun saran terkait dengan good gvernance dalam sistem pengelolaan
pengaduan pelayanan publik nasig /\‘~
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